
 



 

 

 

 

 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR  17  TAHUN  2024      

 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 

ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2025; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi 
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Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2023 Nomor 13); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. 

 
  Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah 
untuk periode 3 (tiga) Tahun. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang 

selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 

2025. 
 

Pasal 2 

(1) RKPD Tahun 2025 ditetapkan untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memuat: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi Daerah; 

c. rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan 

keuangan Daerah; 

d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 

2025; 

e. arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota; 

f. rencana kerja dan pendanaan Daerah; 
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g. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan 

h. penutup. 

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 3 

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

merupakan pelaksanaan program pembangunan dari RPD 

Tahun 2024-2026. 

 
Pasal 4 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 

   

 

   

   
 
Pj. 

Ditetapkan di Makassar 

pada tanggal 28 juni 2024 
 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 
 
 

 
 

ZUDAN ARIF FAKRULLOH 
 
 

 
Plh. 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 28 juni 2024 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

SULAWESI SELATAN, 
 
 

 
 
 

ANDI DARMAWAN BINTANG 

  

 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 17 
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LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI 

SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2024 

TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2025 selanjutnya disebut RKPD Tahun  2025 merupakan penjabaran tahun kedua 

dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 

2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Nomor Gubernur Nomor 13 Tahun 

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-

2026. RPD Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan 

sebagai dokumen perencanaan masa transisi di RPJMD Tahun 2019 -2023 telah 

berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada 

tahun 2023. Oleh karena itu RKPD 2025 disusun berdasarkan kebijakan yang 

tertuang dalam RPD Tahun 2024 – 2026. 

Dokumen RKPD 2025 disusun sebagaimana mandat undang – undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 

merupakan pedoman dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Salah satu tujuan 

SPPN adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin 

integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di 

tingkat pusat, daerah maupun antara pusat dan daerah. 

Perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan 

masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan 

kemampuan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan 

kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan 

pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan 

secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, 

berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan 

melalui prinsip‐prinsip perencanaan pembangunan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam. sistem 

perencanaan pembangunan nasional; 

2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 

3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan 

kewenangan masing-masing; 

4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan 

rencana pembangunan daerah; 
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5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi 

yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 

6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, 

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 

7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), 

terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan 

ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi 

waktu (times), yang disingkat SMART. 

Menunjuk amanat  Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, bahwa tingkat keberhasilan perencaaan pembangunan di 

Indonesia, tidak akan terlepas dari dukungan  yang diberikan oleh setiap daerah 

melalui perencananan kebijakan di setiap periodenya terdiri atas: Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 

(lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan 

tahunan, sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai 

satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional . 

RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional.  

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian 

pembangunan tahun 2023, isu - isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di 

daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan 

global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan di namika agenda pembangunan 

nasional lainnya, serta penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan 

top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara 

tematik, holistic integrative dan spasial (THIS). Disamping itu penyusunan RKPD 

Tahun 2025 dilakukan secara transparan, terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, 

berbasis risiko (risk bassed planning), serta berprinsip pada pembangunan yang 

berkelnjutan. Selain itu, Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi 

Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,51 

Persen, Tingkat Kemiskinan 8,70 Persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,33 

Persen, Gini Rasio 0,377, Indeks Pembangunan Manusia 74,60  dan PDRB Perkapita 

(ADHB)   69,70  Juta/Rp. Selain memperhatikan capaian indikator ekonomi makro, 

Penyusunan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2025 juga diselaraskan dengan Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2025, Ranwal RPJMN 2025-2029 serta implementasi 

peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan 

RKPD. 

 Dokumen ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:  

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, 

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, 

lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang 

wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;  

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh 
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kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);  

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan 

dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang 

menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat 

Daerah; dan 

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Penyusunan dokumen RKPD 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah  yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan 

tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan 

rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2025 merupakan penjabaran tahun ke II (ke-dua) RPD Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2024 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-

2026 yang dalam pelaksanaannya, telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah 

yang telah ditetapkan. 

Dokumen RKPD tahun 2025 mempunyai nilai penting, antara lain ; 

merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026; 

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025; dan menjadi bahan 

evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang  APBD untuk memastikan APBD telah 

disusun berpedoman pada RKPD.  

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan 

(Lembaran Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6775); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112); 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 172); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di 

Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah 

Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 868); 

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1891); 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122033/pp-no-72-tahun-2019
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29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 

2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 

2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 

2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 

33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 86); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 

2019 Nomor 1114); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang 

Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);  

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 

581); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1419); 

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 

tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Nageri 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 
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42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 

Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, 

Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 

43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319); 

44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

322); 

45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); 

46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309); 

47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 302); dan 

48. Peraturan Gubernur Sulawesi selatan No.13 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun  2024 – 2026. 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

Dokumen RKPD tahun 2025 di susun dengan mengacu pada Sistem 

Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 

untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah 

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat 

baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang 

berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka 
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menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek 

(operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan 

struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional 

dan dokumen perencanaan berskala daerah. 

Untuk RKPD tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan 

berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.13 tahun 2023, 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, arah 

kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2025, dan ranwal RPJMN Tahun 2025-2029.  

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2025, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 1.1 

Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah 

 Melalui bahasan diatas, terlihat bahwa perencanaan pembangunan daerah 

dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah 

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan 

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika 

perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, 

nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP 

Tahun 2025 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran 

pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi 

kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.  

  Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari 

efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan 

desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan 

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 
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setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD 

untuk setiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Gubernur tentang 

RKPD provinsi dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD 

provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi, 

Dokumen RKPD sebagaimana  telah di sebutkan di atas, menjadi pedoman dalam 

penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 

sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan 

mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah akan 

mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Perangkat Daerah, 

sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Gubenur 

dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara 

dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 1.2 

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 

 

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagai 

berikut: 

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD); 

2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; 

3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota; 

dan 

4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

Adapun tujuan dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan: 

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya 

dalam pembangunan daerah; 

2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas 

program dan kegitan Tahun 2025; 
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3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam 

melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; 

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasa; 

5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan 

pemerintahan daerah; 

6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. 
 

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD 

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, disusun dengan mengacu 

pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen 

RKPD dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami 

dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas 

tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam 

periode dokumen RPJMD/RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan 

dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta 

tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum 

Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam 

penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab 

Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain 

yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan 

uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran 

penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan 

penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi 

setiap bab didalamnya. 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; Bab ini menjelaskan 

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD 

tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun 

berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi 

daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan 

umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD 

sampai tahun berjalan dan realisasi RPD serta Permasalahan pembangunan daerah.  

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; 

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun 

berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, 

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam 

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan 

pembiayaan daerah. 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini 

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 

lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan 

ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka 

pendanaan. 

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA; Bab ini 

memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi 
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Selatan, arah pengembangan wilayah Provinsi Suawesi Selatan dan sasaran 

pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini 

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang 

disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana 

(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.  

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; 

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang 

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) pada akhir tahun perencanaan. 

BAB VIII PENUTUP; Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan 

dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1. KONDISI UMUM DAERAH 

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

2.1.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI WILAYAH SULAWESI SELATAN 

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian selatan semenanjung pulau 

Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis ditengah-tengah 

kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan 

barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang 

Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas wilayah sekitar 45.330,55 

Km
2
. Secara administratif terbagi menjadi 21 wilayah kabupaten dan 3 wilayah 

kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan wilayah terluas dengan 

luasan sebesar 7.422,42 Km2 atau 16,37 persen dari luas wilayah Sulawesi 

Selatan, sedangkan Kota Parepare merupakan daerah dengan wilayah terkecil 

dengan luasan sebesar 89,67 Km2 atau 0,2 persen dari luas wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan. Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 

1°52'52,14" hingga 7°45'32,19"S Lintang Selatan dan 117° 2'17,85" hingga 

122°13'21,19" Bujur Timur. Daratan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

luasan 4.569.143,94 Km
2
 memiliki daratan yang dikelilingi oleh laut yang cukup 

luas dengan kondisi geografis di sebelah selatan terdapat Laut Flores, di sebelah 

barat terdapat Selat Makassar dan di sebelah Timur terdapat Teluk Bone.  
 

Gambar II.1.  
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                              

 

                  Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 

Secara Administrasi, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 

kabupaten dan 3 kota, yang terdiri dari 313 kecamatan, 793 kelurahan, dan 2.266 
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desa. Luasan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan 

Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau yang 

menetapkan luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 45.331 Km
2
 atau 

seluas 4.533.100 Hektar. 

Tabel II.1.    

Luas Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan 

No Kabupaten/Kota 
Luas Wilayah Jumlah  

Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan 

Jumlah 

Desa Km
2
 % 

1 Kepulauan Selayar 1.160 2,56 11 7 81 

2 Bulukumba 1.176 2,59 10 27 109 

3 Bantaeng 391 0,86 8 21 46 

4 Jeneponto 796 1,76 11 31 82 

5 Takalar 555 1,22 12 24 86 

6 Gowa 1.813 4 18 46 121 

7 Sinjai 865 1,91 9 13 67 

8 Maros 1.443 3,18 14 23 80 

9 Pangkajene 
Kepulauan 

889 1,96 13 
38 65 

10 Barru 1.202 2,65 7 15 40 

11 Bone 4.567 10,07 27 44 328 

12 Soppeng 1.386 3,06 8 21 49 

13 Wajo 2.609 5,76 14 48 142 

14 Sidenreng Rappang 1.832 4,04 11 38 68 

15 Pinrang 1.897 4,18 12 40 69 

16 Enrekang 1.807 3,99 12 17 112 

17 Luwu 2.902 6,4 22 20 207 

18 Tana Toraja 2.044 4,51 19 47 112 

19 Luwu Utara 7.422 16,37 15 7 166 

20 Luwu Timur 6.746 14,88 11 3 125 

21 Toraja Utara 1.289 2,84 21 40 111 

22 Makassar 177 0,39 15 153 0 

23 Pare Pare 90 0,2 4 22 0 

24 Palopo 273 0,6 9 48 0 

Sulawesi Selatan 45.331 100 313 793 2.266 

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022 

Kondisi topografi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki 

permukaan yang bervariasi. Provinsi Sulawesi Selatan membentang dari 

ketinggian antara 0-500 mdpl berupa dataran rendah, 500-1000 mdpl merupakan 

dataran tinggi dan ketinggian diatas 1000 mdpl merupakan kawasan pegunungan 

dan perbukitan. Bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu-satunya 

daerah paling bergunung yang membentang ke arah barat daya kemudian ke arah 

Tenggara Sulawesi. 

Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

kemiringan 0-2 persen menempati luasan terbesar, dimana Kabupaten Wajo 

mendominasi dalam tingkat kemiringan ini sebesar 203.225 Ha atau sekitar 15,27 

persen dari total luasan dalam tingkat kemiringan 0-2 persen ini. Kemudian 

disusul tingkat kemiringan 15-30 persen dengan dominasi luasan berada di 

Kabupaten Luwu Utara sebesar 280.873 Ha atau sekitar 22,84 persen dari total 

luasan dalam tingkat kemiringan 15-30 persen. Selanjutnya tingkat kemiringan 5-

15 persen didominasi oleh Kabupaten Luwu Timur dengan 171.832 Ha atau 16,84 

persen. Sementara tingkat kemiringan 30-40 persen menempati luasan terkecil. 
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Secara rinci luasan berdasarkan klasifikasi tingkat kemiringan di Provinsi 

Sulawesi Selatan disajikan pada tabel dan gambar berikut ini. 

Tabel II.2.  

Kondisi Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan 

No. Kemiringan Lereng (%) 
Luasan 

Ha % 

1 0 – 2% 1.331.582,91 29,27 

2 2 – 5% 406.554,85 8,94 

3 5 – 15% 1.021.023,21 22,44 

4 15 – 30% 1.230.361,88 27,05 

5 30 -40% 264.300,48 5,81 

6 > 40% 295.082,58 6,49 

Sulawesi Selatan 4.554.366,68 100 

   Sumber : Dokumen RPPLH Provinsi  Sulawesi Selatan 2022-2051 

Gambar II.2.  

Peta Kelas Lereng Provinsi Sulawesi Selatan 

 
                 Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan kondisi ketinggian lahan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 7 

(tujuh) kategori yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl 

seluas 2.176.516,80 Ha atau sebesar 47,89 persen dari luas wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan, sedangkan ketinggian lahan yang paling kecil luasan 
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wilayahnya adalah wilayah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl seluas 

20.600,07 Ha atau sebesar 0,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.  

Tabel II.3.  

Kondisi Topografi di Provinsi Sulawesi Selatan 

No. Elevasi (mdpl) 
Luas Wilayah 

Ha % 

1  -300 2.176.516,80 47,89 

2 300 – 500 521.673,90 11,48 

3 500 – 1000 759.588,35 16,71 

4 1000 -1500 574.747,71 12,65 

5 1500 – 2000 355.551,01 7,82 

6 2000 – 2500 135.688,83 2,99 

7 > 2500 20.600,07 0,45 

Sulawesi Selatan 4.554.366,68 100 

     Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 

Gambar II.3.  

Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

  Sumber: Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 

Curah hujan di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya cukup untuk memenuhi 

berbagai keperluan, seperti untuk irigasi, industri, air minum, dan untuk keperluan 

domestik lainnya. Sebagai langkah untuk menanggulangi dampak negatif yang 

timbul maupun meminimalisasi dampak maka diperlukan upaya konservasi air 

tanah yang bertumpu pada aspek teknis dengan melakukan pengaturan dan 

pembatasan daerah pengambilan air tanah pada zona-zona konservasi air tanah 
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dan kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan tata air 

perlu untuk segera direhabilitasi dan diamankan. Wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan terbagi habis ke dalam daerah aliran sungai (DAS), terdapat beberapa 

sungai yang melintas antar kabupaten/kota dan ada juga yang melintas antar 

Provinsi. Kurang lebih terdapat 148 DAS di Provinsi Sulawesi Selatan yang 

dikelola oleh BPDAS Jeneberang-Saddang, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. Akan tetapi, 108 dari DAS tersebut tergolong DAS kritis yang perlu 

dipulihkan kondisinya. Setiap DAS, memiliki potensi air yang dihasilkan melalui 

proses hidrologi. Berdasarkan data dari Balai Wilayah Sungai yang terdapat di 

Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan bahwa potensi air permukaan dari DAS-

DAS yang ada sekitar 63.548.796.610,20 m3 yang berasal dari DAS di wilayah 

sungai Jeneberang, Pompengan Larona, Saddang, dan Walanae-Cenranae. 

Gambar II.4.  
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan  

 
         Sumber : Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 

 

Berdasarkan aspek klimatologi, Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama 

dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim 

kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan 

yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan klasifikasi 

Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu: 

a. Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-

rata 3500-4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini 

terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan 

Luwu Timur. 
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b. Tipe Iklim B, termasuk iklim basah dimana Curah hujan rata-rata 3000 - 

3500 mm/Tahun. Wilayah tipe ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten 

Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng. 

c. Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dimana Curah hujan rata-rata 2500 

- 3000 mm/Tahun. Tipe iklim C terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten 

Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, 

Enrekang, Maros, Jeneponto, Makassar, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, 

Tana Toraja, Parepare, Selayar. 

d. Tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 - 2500 mm/Tahun. Tipe 

iklim ini terdapat di Sebagian wilayah Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, 

Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Sinjai, Maros, Bulukumba, Gowa, Pangkep, 

Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Makassar. 

e. Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata antara 1500 - 2000 mm/Tahun 

dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Yang terdapat di 

Sebagian wilayah Kabupaten Maros, Bone, Enrekang, Bantaeng, dan 

Selayar.  

2.1.1.2  WILAYAH RAWAN BENCANA 

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis 

sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke 

utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, 

bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh gempa. 

Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang 

melewatinya dan berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten 

Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis 

sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Kota 

Makassar menyebabkan daerah pantai di Kabupaten Pinrang, Kabupaten 

Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar rawan 

terhadap bencana Tsunami. 

Kondisi topografi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan membentang mulai 

dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian antara 400 hingga 

1000 meter dpl. Memiliki tujuh gunung dimana Gunung Rantemario dengan 

ketinggian 3.470 m di atas permukaan laut merupakan yang tertinggi di wilayah 

ini. Provinsi Sulawesi Selatan beriklim tropis dengan adanya musim kemarau dan 

musim penghujan. Berdasarkan Data Data Geoportal Data Bencana Indonesia, 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 tercatat 267 kejadian bencana yang pernah 

terjadi. Jenis Bencana yang paling banyak terjadi di dominasi oleh bencana cuaca 

ekstrim, banjir, dan tanah longsor. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko 

bencana Indonesia (IRBI) 2023 Pemerintah Sulawesi Selatan memiliki kelas 

risiko tinggi dengan nilai 144.47 (tinggi). 

Data BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023, Jumlah total 

bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 adalah 

791 kejadian dengan jenis bencana Banjir 73 kejadian, Tanah Longsor 96 

kejadian, Puting Beliung 39 kejadian, Gempa 5 kejadian, Gelombang Pasang 1 

kejadian, Kekeringan 37 kejadian,  Angin Kencang 197 kejadian, Kebakaran 371 

kejadian, Longsor 96 kejadian,  Banjir Bandang 2 kejadian, Gempa Bumi 5 

Kejadian dan Abrasi 7 kejadian. Tingkat kejadian bencana di Provinsi Sulawesi 

Selatan menurut kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel II.4.  

Kejadian Bencana 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 

No. Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Kejadian 

Banjir 

Gelomba

ng 

Pasang 

Tanah 

Longsor 

Banjir 

Bandang 

Cuaca 
Ekstrim 

Gempa 
Bumi 

Kebaka
ran 

Angin 
Kencang 

Putting 

Beliung 
Abrasi 

1 
Kepulauan 
Selayar 

2 - 1 - - 2 12 22 1 1 

2 Bulukumba 3 - 3 - - - 1 4 1 - 
3 Bantaeng - - 1 - - - 17 3 - - 
4 Jeneponto - - - - - - 31 4 4 - 
5 Takalar - - - - - - 13 17 10 3 
6 Gowa 1 - 3 - - - 4 - 3 - 
7 Sinjai 14 - 9 - - -  4 - - 
8 Maros 4 - - - - - 10 14 1 - 

9 

Pangkajene 
dan 
Kepulauan 

- - 1 - - - 19 26 8 - 

10 Barru 2 - 2 - - - 13 14 - - 
11 Bone 2 - 11 - - - 83 25 2 1 
12 Soppeng 3 - 3 - - - 8 4 - - 
13 Wajo 3 - 1 - - - 28 15 - - 

14 
Sidenreng 
Rappang 

3 1 3 - - - 16 11 - - 

15 Pinrang 5 - 6 - - - 10 15 - 2 
16 Enrekang 3 - 8 2 - - 12 3 - - 
17 Luwu 5 - 3 - - - 7 2 - - 
18 Tana Toraja - - 7 - - - 6 1 7 - 
19 Luwu Utara 12 - 2 - - - 12 3 2 - 
20 Luwu Timur 2 - 2 - - 3 10 2 - - 
21 Toraja Utara - - 13 - - - 8 3 1 - 
22 Makassar 2 - - - - - 25 - - - 
23 Parepare 4 - 8 - - - 12 47 - - 
24 Palopo 3 - 4 - - - 14 - - - 

JUMLAH 73 1 96 2 - 5 371 197 39 7 

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat bencana di Provinsi 

Sulawesi Selatan untuk bencana yang sering terjadi di Sulawesi Selatan yakni 

angin kencang, kebakaran, tanah longsor, dan banjir. Jika diamati pada distribusi 

peta rawan banjir dan longsor, dapat dilihat gambaran bahwa distribusi spasial 

kejadian banjir sering terjadi pada daerah-daerah yang relatif datar di seluruh 

wilayah Kabupaten khususnya di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Sedangkan 

untuk kejadian longsor umumnya terjadi pada morfologi perbukitan di Provinsi 

Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah Kabupaten Tana Toraja. 

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan 

penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk memacu 

kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dengan 

mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi 

bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola ruang 

wilayah. Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman pada RTRWK, 

maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada Kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan adalah: 
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Tabel II.5.  

Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana 

Provinsi Sulawesi Selatan  

No. 
Kabupaten/ 

Kota 
Risiko Bencana Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana 

1 Kota Makassar Banjir 
Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Ujung 

Pandang, Biringkanaya, dan Wajo 
Cuaca Ekstrim 

Tsunami 

2 Kota Parepare Cuaca Ekstrim Kel.  Kampung Pisang, Kel.  Ujung Lare, Kel.  Lakessi, Kel.  

Kampung Baru, Kel.  Watang Soreang, Kel.  Ujung Bulu, 

Kel.  Tiro Sompe, Kel.  Mallusetasi, Kel.  Cappa Galung, dan 

Kel.  Ujung Sabbang. 

Longsor 

Kebakaran 

3 Kota Palopo Banjir 

Kec. Telluwanua; Kec. Wara, Kec. Wara Selatan, Kec. Wara 

Barat, Kec. Wara Utara, Kec. Mungkajang, Kec. Sendana 

Longsor 

Kebakaran 

Kekeringan 

Cuaca Ekstrim 

4 Barru Longsor 

Kelurahan Lalolang, Sepe‟E, Lompo Riaja, Desa Batupute, 

dan Desa Nepo 

Banjir 

Cuaca Ekstrim 

Kebakaran 

5 Soppeng Cuaca Ekstrim 
Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo; Desa 

Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan Lilirilau; Desa 

Panincong di Kecamatan Marioriawa; 

Gempa 

Banjir 

Longsor 

6 Wajo Banjir Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo Kec. 

Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulo Kec. Sajoanging, dan Kel. 

Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla 

Cuaca Ekstrim 

Gempa 

7 Sidenreng 

Rappang 

Banjir 
Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw. 

Bilokka, Kec. Panca Lautang 
Cuaca Ekstrim 

Gempa 

8 Enrekang Longsor 
Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana; 

Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah, Cendana, 

Sossok, Singki di Kec. Anggeraja 

Cuaca Ekstrim 

Banjir 

Kebakaran 

9 Pinrang Longsor 

Kawasan Waetuoe, Kec. Lanrisang 
Cuaca Ekstrim 

Banjir 

Gempa 

10 Toraja Utara Longsor 

Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua Cuaca Ekstrim 

Kebakaran 

11 Tana Toraja Longsor 
Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. Mappak; 

Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo 
Cuaca Ekstrim 

Kebakaran 

12 Luwu Longsor Kec. Latimojong, Kec. Larompong, Kec. Larompong Selatan, 

Kec. Bajo, Kec. Bajo Barat, Kec. Suli, Kec. Suli Barat, Kec. 

Bastem, Kec. Bupon, Kec. Bua, Kec. Walenrang Utata, Kec. 

Walenrang Barat, Kec. Belopa, Kec. Belopa Utara, Kec. 

Kamanre, Kec. Ponrang, Kec. Ponrang Selatan, Kec. 

Walenrang Timur, Kec. Lamasi Timur, Kec. 

Bassesangtempe, Kec. Bassesangtempe Utara 

Banjir 

Cuaca Ekstrim 

Abrasi 

13 Luwu Utara Banjir Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di 

Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan 

Baebunta; 
Cuaca Ekstrim 

14 Luwu Timur Kekeringan 

Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena 

dan Wawondula 

Banjir 

Longsor 

Gempa Bumi 

15 Gowa Longsor 
Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec. 

Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-

Buki Kec. Tombolo Pao 

Banjir 

Cuaca Ekstrim 

Kekeringan 

16 Takalar Tsunami Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan; 

Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec. Banjir 
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No. 
Kabupaten/ 

Kota 
Risiko Bencana Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana 

Cuaca Ekstrim Mangarabombang 

17 Bantaeng Longsor 
Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu, 

Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke; 

Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa 

Banjir 

Cuaca Ekstrim 

Kekeringan 

18 Bulukumba Banjir 
Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan 

Palampang, Kec. Rilau Ale 
Cuaca Ekstrim 

Kekeringan 

19 Sinjai Longsor 

Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec. 

Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Selatan 

Banjir 

Cuaca Ekstrim 

Kekeringan 

20 Bone Banjir Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. Ajangale; 

Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw. 

Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge 

Cuaca Ekstrim 

Kebakaran 

21 Maros Longsor 

Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw. 

Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa 

Banjir 

Cuaca Ekstrim 

Kekeringan 

22 Pangkajene dan 

Kepulauan 

Banjir Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec. 

Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio, Kalabbirang, 

Kec. Minasa Te‟ne 

Cuaca Ekstrim 

Kekeringan 

23 Jeneponto Banjir 
Kec. Bangkala, Kec. Bangkala Barat, Kec. Binamu, Kec. 

Arungkeke, Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec. 

Turatea; Kec. Kelara, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba, 

Kec. Bontoramba  

Cuaca Ekstrim 

Angin Putting 

Beliung 

Kekeringan 

24 Kepulauan 

Selayar 

Longsor 

Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec. 

Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki 

Banjir 

Tsunami 

Kebakaran 
Sumber  : Hasil Analisis RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Dari segi dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana, baik jumlah korban 

hilang/Mati, Luka/Sakit/, dan mengungsi serta sarana yang terdampak akibat 

terjadinya bencana dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel II.6.  

Dampak Kejadian Bencana 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023  

Jenis 

Bencana 

Jumlah 

Kejadian 

Korban Terdampak Sarana Terdampak 

Hilang/ 

Mati 

Luka/ 

Sakit 
Mengungsi Rumah Pendidikan Ibadah Kesehatan Perkantoran 

Banjir 73 3 - 721 12.198 59 47 20 11 

Tanah 

Longsor 
90 - 4 118 126 3 1 - 1 

Banjir 

Bandang 
2 - - - 15 - - - - 

Gempa 

Bumi 
5 - - - - - - - - 

Kebakaran 350 13 25 84 670 3 1 - - 

Angin 

Kencang 
235 - 2 57 1.424 19 10 2 1 

Angin 

Puting 

Beliung 

41 - - 10 351 - 1 - - 

Abrasi 7 - - - 3 - - - - 

Kebakaran 

Hutan dan 

Lahan 

88 3 - - - - - - - 

Kekeringan 89 - - - - - - - - 

Total 980 19 31 990 14.778 84 60 22 13 
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Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024  

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat bencana di Provinsi 

Sulawesi Selatan untuk bencana yang sering terjadi di Sulawesi Selatan yakni 

bencana kebakaran, angin kencang, dan tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran 

hutan dan lahan yang disebabkan El Nino. Jika diamati pada distribusi peta rawan 

banjir dan longsor, distribusi spasial kejadian banjir sering terjadi pada daerah-

daerah yang relatif datar di seluruh wilayah Kabupaten khususnya di Kabupaten 

Luwu dan Luwu Utara. Sedangkan untuk kejadian longsor umumnya terjadi pada 

morfologi perbukitan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah 

Kabupaten Tana Toraja.  

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas 

penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota 

dan provinsi. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana 

Indonesia (IRBI), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam 

IRBI. Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rata-rata kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar 0,42 dimana hanya sejumlah 15 

kabupaten/kota yang melakukan penilaian IKD.  

Pengkajian Risiko Bencana merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan 

gambaran mengenai potensi dan tingkat risiko bencana di suatu daerah atau 

kawasan. Metode yang digunakan dengan menggabungkan komponen bahaya, 

kerentanan dan kapasitas. Tahun 2023 Kabupaten Enrekang mengalami 

peningkatan nilai IRB dan kelas risiko bencana dari tahun 2022. Wilayah dengan 

tingkat risiko bencana tinggi di Sulawesi Selatan sejumlah 14 kabupaten/kota, 

serta 10 kabupaten/kota dengan nilai indeks risiko bencana sedang. Data 

selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel II.7.  

Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023 

No Kabupaten/Kota 

2020 2021 2022 2023 

Skor 
Kelas 

Risiko 
Skor 

Kelas 

Risiko 
Skor 

Kelas 

Risiko 
Skor 

Kelas 

Risiko 

1 Kepulauan Selayar 155,20 Tinggi 155,20 Tinggi 151,12 Tinggi 142,83 Sedang 

2 Bulukumba 163,20 Tinggi 163,20 Tinggi 163,20 Tinggi 156,54 Tinggi 

3 Bantaeng 107,73 Sedang 102,20 Sedang 105,96 Sedang 105,96 Sedang 

4 Jeneponto 151,20 Tinggi 151,20 Tinggi 151,20 Tinggi 151,20 Tinggi 

5 Takalar 135,04 Sedang 131,33 Sedang 128,38 Sedang 128,38 Sedang 

6 Gowa 114,42 Sedang 106,27 Sedang 106,98 Sedang 106,98 Sedang 

7 Sinjai 165,60 Tinggi 165,60 Tinggi 165,60 Tinggi 165,60 Tinggi 

8 Maros 157,93 Tinggi 157,93 Tinggi 148,96 Tinggi 148,96 Tinggi 

9 
Pangkajene 

Kepulauan 
168,40 Tinggi 168,40 Tinggi 168,40 Tinggi 165,66 Tinggi 

10 Barru 180,40 Tinggi 162,65 Tinggi 149,41 Tinggi 137,16 Sedang 

11 Bone 191,20 Tinggi 183,85 Tinggi 173,75 Tinggi 164,46 Tinggi 

12 Soppeng 131,20 Sedang 131,20 Sedang 131,20 Sedang 131,20 Sedang 

13 Wajo 179,20 Tinggi 179,20 Tinggi 179,20 Tinggi 156,96 Tinggi 

14 Sidenreng Rappang 119,20 Sedang 119,20 Sedang 119,20 Sedang 119,20 Sedang 

15 Pinrang 179,20 Tinggi 161,57 Tinggi 148,84 Tinggi 148,84 Tinggi 

16 Enrekang 150,00 Tinggi 144,23 Tinggi 136,13 Sedang 187,91 Tinggi 

17 Luwu 192,23 Tinggi 187,71 Tinggi 187,91 Tinggi 187,91 Tinggi 

18 Tana Toraja 150,00 Tinggi 150,00 Tinggi 150,00 Tinggi 150,00 Tinggi 

19 Luwu Utara 185,25 Tinggi 169,57 Tinggi 155,01 Tinggi 141,64 Sedang 

20 Luwu Timur 202,00 Tinggi 195,10 Tinggi 176,14 Tinggi 152,28 Tinggi 

21 Toraja Utara 150,00 Tinggi 150,00 Tinggi 150,00 Tinggi 150,00 Tinggi 

22 Makassar 131,78 Sedang 127,18 Sedang 119,49 Sedang 119,49 Sedang 
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No Kabupaten/Kota 

2020 2021 2022 2023 

Skor 
Kelas 

Risiko 
Skor 

Kelas 

Risiko 
Skor 

Kelas 

Risiko 
Skor 

Kelas 

Risiko 

23 Pare-Pare 155,20 Tinggi 155,20 Tinggi 148,84 Tinggi 141,26 Sedang 

24 Palopo 211,20 Tinggi 198,94 Tinggi 186,68 Tinggi 167,40 Tinggi 

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Sulawesi Selatan (IRB) tahun 2019 

hingga 2023 mengalami tren penurunan nilai indeks, namun IRB Sulawesi Selatan 

termasuk dalam kelas risiko tinggi terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas. 

Hingga tahun 2023 nilai Indeks Risiko Bencana Sulawesi Selatan sebesar 144,47 

mengalami penurunan penurunan sebesar 5,6 poin dari tahun 2022 namun masih 

dalam kategori indeks risiko tinggi.  

Diagram II. 1.  

Indeks Risiko Bencana (IRB) 

Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023 

 
                        Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

2.1.1.3 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH 

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu 

pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi 

Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 

untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, 

selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang 

produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan 

kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia. 
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Gambar II.5.  

Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan 

        Sumber: KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 merupakan wujud 

struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusatpusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki 

hubungan fungsional dan pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya. Pembagian pemanfaatan ruang dalam 

beberapa kawasan sebagaimana terbuat dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 

sebagai berikut: 

1. Kawasan Pertanian 

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan lokasi 

pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas 

tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas 

tanaman padi di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten 

Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan 

Kabupaten Wajo, sedangkan lokasi pengembangan komoditas tanaman jagung 

yaitu di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, 

Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten 

Bone, Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo; sementara lokasi pengembangan 
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komoditas kedelai yaitu di Kabupaten Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Bone, 

Soppeng, dan Wajo; dan lokasi pengembangan komoditas ubi kayu di Kabupaten 

Bulukumba, Gowa, dan Kabupaten Maros. 

Pengembangan komoditas pertanian hortikultura di arahkan, sebagai berikut:  

 Bawang Merah pada Kabupaten Pinrang, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, 

dan Takalar;  

 Tanaman Cabai pada Kabupaten Pinrang, Bone, Maros, Enrekang, dan 

Takalar;  

 Tanaman Jeruk di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Pangkajene 

Kepulauan; 

 Perkebunan Tebu diprioritaskan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone;  

 Perkebunan Kopi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto;  

 Perkebunan Kakao di Kabupaten Bone, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Luwu 

Utara, Luwu, dan Bulukumba;  

 Komoditas Perkebunan Lada di Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Luwu 

Timur; 

 Komoditas Perkebunan Cengkeh di Kabupaten Luwu, Sinjai, Wajo, dan Bone 

dan Kabupaten Bulukumba. 

Sedangkan pengembangan komoditas prioritas peternakan di Sulawesi Selatan, 

untuk komoditas sapi potong diarahkan lokasinya di Kabupaten Bulukumba, 

Gowa, Sinjai, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Wajo, 

Pinrang dan Maros. Sementara lokasi pengembangan komoditas peternakan sapi 

perah diarahkan di Kabupaten Enrekang dan lokasi pengembangan komoditas 

ayam buras diarahkan di Kabupaten Bantaeng. Memperhatikan kontribusi 

pertanian terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai kontibutor utama 

terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai 

lumbung pangan nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Untuk itu dalam RTRWP 

Sulawesi Selatan ditetapkan keberadaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan 

(KP2B) di 24 Kabupaten/kota dengan luasan 594.367 Hektar yang tersebar 

seluruh wilayah kabupaten/kota, kecuali Kota Makassar yang terdiri dari lahan 

pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan. 

2. Kawasan Perikanan 

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan 

merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama 

dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di 

Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap 

dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk 

dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan 

ketahanan pangan. 

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan dilakukan di 

perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai meliputi perairan 

Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa dan Teluk Bone. Sedangkan perikanan 

budidaya berupa budidaya laut dan budidaya payau tersebar di wilayah perairan 

kabupaten/kota yaitu Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Pangkep, Barru, Palopo, 

Luwu, Sinjai, Luwu Timur, Makassar, Luwu Utara, Pinrang, Selayar, Takalar, 

Wajo, Bone, dan Maros.  
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Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan 

budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten 

Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu 

Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten 

Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan 

perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu 

Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, 

dan Kabupaten Pinrang. Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya 

kemaritiman dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk 

memprioritaskan pengembangan komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, 

Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar.  

3. Kawasan Industri 

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan 

dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan 

dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan 

industri yang meliputi Kawasan peruntukan industri yang terdapat di Kabupaten 

Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten 

Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten 

Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten 

Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan 

Kota Pare Pare.  

4. Kawasan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam 

mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah 

ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusf dan 

berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan 

lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, 

atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut 

melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata 

buatan. 

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau 

memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun 

budaya. Yang terdiri atas kawasan wisata di darat dan kawasan wisata di laut. 

Arahan pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang berada dalam 

kawasan strategis provinsi (KSP) untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi 

meliputi a). Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros; b). Kawasan 

agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai; c). Kawasan agrowisata Barru di 

Kabupaten Barru; d). Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang; e). 

Kawasan agrowisata Bone-Wajo ; f). Kawasan ekonomi khusus pariwisata 

Selayar di Kabupaten Kepulauan selayar; dan g) Kawasan Wisata Kabupaten 

Bulukumba dan sekitarnya. Sedangkan KSP untuk kepentingan sosial budaya 

khususnya kawasan wisata budaya dan agrowisata berada pada Kabupaten Tana 

Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dan taman miniatur Sulawesi Selatan dan 

KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Pasal 64). 

Pengembangan wisata laut di Provinsi Sulawesi Selatan tersebar pada kabupaten 

dan kota yang berada pada wilayah Perairan Selat Makassar, Teluk Pare-Pare, 
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Laut Flores dan Teluk Bone dengan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk 

usaha wisata edukasi, usaha wisata dayung, usaha wisata selam, usaha kegiatan 

hiburan dan rekreasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha wisata snorkeling, 

usaha wisata tontonan, usaha wisata berenang, dan usaha wisata alam perairan.  

5. Sistem Perkotaan 

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang, 

meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 

Pusat Kegiatan Wilayah, dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan 

Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai 

pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa 

pemerintahan Kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala 

kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan Perkotaan Mamminasata 

yang terdiri atas: a. seluruh Wilayah Kota Makassar; b. seluruh Wilayah 

Kabupaten Takalar; c. sebagian Wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 

(sebelas) Wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan 

Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng 

Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, 

Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo 

Selatan; dan d. sebagian Wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua 

belas) Wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, 

Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncong Loe, Kecamatan 

Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, 

Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana. Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi : a) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan; b) Kawasan Perkotaan Jeneponto Kabupaten Jeneponto; 

c) Kota Palopo; d) Kawasan Perkotaan Watampone Kabupaten Bone; e) Kawasan 

Perkotaan Bulukumba Kabupaten Bulukumba; f) Kawasan Perkotaan Barru 

Kabupaten Barru; dan g) Kota Pare Pare. 

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bantaeng sebagai 

ibu kota Kabupaten Bantaeng; b. Kawasan Perkotaan Enrekang sebagai ibu kota 

Kabupaten Enrekang; c. Kawasan Perkotaan Masamba sebagai ibu kota 

Kabupaten Luwu Utara; d. Kawasan Perkotaan Belopa sebagai ibu kota 

Kabupaten Luwu; e. Kawasan Perkotaan Malili sebagai ibu kota Kabupaten Luwu 

Timur; f. Kawasan Perkotaan Pinrang sebagai ibu kota Kabupaten Pinrang; g. 

Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang; 

h. Kawasan Perkotaan Benteng sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar; i. 

Kawasan Perkotaan Sinjai sebagai ibu kota Kabupaten Sinjai; j. Kawasan 

Perkotaan Watansoppeng sebagai ibu kota Kabupaten Soppeng; k. Kawasan 

Perkotaan Makale sebagai ibu kota Kabupaten Tana Toraja; l. Kawasan Perkotaan 

Rantepao sebagai ibu kota Kabupaten Toraja Utara; m. Kawasan Perkotaan 

Sengkang sebagai ibu kota Kabupaten Wajo; n. Kawasan Perkotaan Siwa 

Kabupaten Wajo; o. Kawasan Perkotaan Batusitanduk Kabupaten Luwu; dan p. 

Kawasan Perkotaan Palattae Kabupaten Bone. 
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Tabel II.8.  

Arahan Pengembangan Wilayah di Sulawesi Selatan 

No. 
Kabupaten/ 

Kota 

Sistem Perkotaan Nasional 
Sistem Perkotaan 

Provinsi 

Pusat Kegiatan 

Nasional 

Pusat Kegiatan 

Wilayah 
Pusat Kegiatan Lokal 

1 Kepulauan 
Selayar 

  Kawasan Perkotaan 
Benteng. 
Sektor unggulan agrion 
dustri dan perikanan 

2 Bulukumba  Kawasan Perkotaan 
Bulukumba.  
Sektor unggulan 
Agroindustri, 
Pertanian, Pariwisata 
dan Perikanan 

 

3 Bantaeng   Kawasan Perkotaan 
Bantaeng.  
Sektor unggulan 
perdagangan dan jasa 

4 Jeneponto  Kawasan Perkotaan 
Jeneponto.  
Sektor unggulan 
Agroindustri, 
Perikanan, Pertanian 
dan Pariwisata 

 

5 Takalar Kawasan Perkotaan 
Mamminasata.  
Sektor unggulan 
Perdagangan dan Jasa 

  

6 Gowa Kawasan Perkotaan 
Mamminasata.  
Sektor unggulan 
Perdagangan dan Jasa 

  

7 Sinjai   Kawasan Sinjai.  
Sektor unggulan 
perdagangan dan jasa 

8 Maros Kawasan Perkotaan 
Mamminasata.  
Sektor unggulan 
Perdagangan dan Jasa 

  

9 Pangkep  Kawasan Perkotaan 
Pangkejene.  
Sektor unggulan 
Agroindustri, 
Perikanan dan 
Pariwisata 

 

10 Barru  Kawasan Perkotaan 
Barru.  
Sektor unggulan 
Agroindustri, 
perikanan, pertanian 
dan perkebunan 

 

11 Bone  Kawasan Perkotaan 
Watampone.  
Sektor unggulan 
Agroindustri, 
Perikanan dan 
Pertanian 

 

12 Soppeng   Kawasan Perkotaan 
Watansoppeng.  
Sektor unggulan 
perdagangan dan jasa 

13 Wajo   Kawasan Perkotaan 
Sengkang.  Sektor 
unggulan perdagangan 
dan jasa 

    Kawasan Perkotaan Siwa 
Sektor Unggulan  

14 Sidrap   Kawasan Perkotaan 
Pangkajene.  
Sektor unggulan 
perdagangan dan jasa 
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No. 
Kabupaten/ 

Kota 

Sistem Perkotaan Nasional 
Sistem Perkotaan 

Provinsi 

Pusat Kegiatan 

Nasional 

Pusat Kegiatan 

Wilayah 
Pusat Kegiatan Lokal 

15 Pinrang   Kawasan Perkotaan 
Pinrang. Sektor unggulan 
perdagangan dan jasa 

16 Enrekang   Kawasan Perkotaan 
Enrekang. Sektor 
unggulan pertanian dan 
perdagangan dan jasa 

17 Luwu   Kawasan Perkotaan 
Batusitanduk. Sektor 
unggulan perdagangan 
dan jasa 

    Kawasan Perkotaan 
Belopa Sektor Unggulan 

18 Tana Toraja   Kawasan Perkotaan 
Makale. Sektor unggulan 
perdagangan dan jasa 
dan pariwisata 

19 Luwu Utara   Kawasan Perkotaan 
Masamba.  Sektor 
unggulan Agropolitan 
dan Agroindustri 

20 Luwu Timur   Kawasan Perkotaan 
Malili.  
Sektor unggulan 
agroindustri 

21 Toraja Utara   Kawasan Perkotaan 
Rantepao   
Sektor Unggulan 
Perdagangan dan Jasa 

22 Makassar Kawasan Perkotaan 
Mamminasata.  
Sektor unggulan 
Perdagangan dan Jasa 

  

23 Pare Pare  Parepare.  
Sektor unggulan 
Agroindustri, 
Perdagangan dan Jasa 

 

24 Palopo  Palopo.  
Sektor unggulan 
Agroindustri, 
Perkebunan, Pertanian 

 

Sumber : RTRWN dan Revisi RTRWP Sulawesi Selatan 

2.1.1.4 KONDISI DEMOGRAFI 

Peningkatan jumlah penduduk hampir terjadi pada tiap-tiap wilayah di Sulawsi 

Selatan. Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2023 ada 13 

kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk di atas laju pertumbuhan 

penduduk Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 3 kabupaten dengan laju 

pertumbuhan penduduk tertinggi pada periode tersebut yang dicapai oleh Toraja 

Utara sebesar 1,68 persen, Gowa dan Parepare sebesar 1,65 persen. Sedangkan 3 

kabupaten yang mengalami laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Soppeng 

sebesar 0,47 persen, Barru sebesar 0,69 persen, dan Wajo sebesar 0,71 persen. 

Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel II.9.  

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

No. 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Penduduk 
Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

2020-2023 (%) 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Kepulauan 

Selayar 
134.286 137.071 137.974 139.145 140.312 1,08 
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No. 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Penduduk 
Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

2020-2023 (%) 
2019 2020 2021 2022 2023 

2 Bulukumba 418.627 437.607 440.090 443.292 446.468 1,05 

3 Bantaeng 187.472 196.716 197.886 199.399 200.900 1,18 

4 Jeneponto 363.755 401.610 405.508 410.639 415.792 1,15 

5 Takalar 295.078 300.853 302.695 305.077 307.445 1,43 

6 Gowa 761.491 765.836 773.315 783.167 793.061 1,65 

7 Sinjai 243.323 259.478 261.366 263.827 266.282 1,12 

8 Maros 351.649 391.774 396.924 403.774 410.699 1,48 

9 
Pangkajene 

dan 

Kepulauan 

334.597 345.775 348.230 351.426 354.614 1,03 

10 Barru 173.965 184.452 185.525 186.910 188.285 0,69 

11 Bone 753.694 801.775 806.750 813.188 819.590 0,96 

12 Soppeng 228.686 235.167 235.574 236.049 236.498 0,47 

13 Wajo 402.323 379.079 379.396 379.706 379.975 0,71 

14 
Sidenreng 

Rappang 
298.842 319.990 323.194 327.416 331.660 0,89 

15 Pinrang 376.784 403.994 407.371 411.795 416.223 1,36 

16 Enrekang 206.881 225.172 227.520 230.622 233.739 1,50 

17 Luwu 363.754 365.608 367.454 369.820 372.161 1,35 

18 Tana Toraja 236.255 280.794 285.179 291.046 297.002 1,11 

19 Luwu Utara 313.264 322.919 325.052 327.820 330.576 1,21 

20 
Luwu 

Timur 
294.288 296.741 300.511 305.521 310.582 1,43 

21 
Toraja 

Utara 
233.603 261.086 264.145 268.198 272.286 1,68 

22 Makassar 1.521.091 1.423.877 1.427.619 1.432.189 1.436.626 0,79 

23 Pare Pare 144.446 151.454 152.922 154.854 156.795 1,65 

24 Palopo 181.395 184.681 187.331 190.867 194.448 1,57 

Sulawesi  Selatan 8.819.549 9.073.509 9.139.531 9.225.747 9.312.019 1,15 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya, rasio jenis kelamin 

di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 98,37. Angka ini mengandung arti 

bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan, ada sekitar 98 hingga 99 orang 

penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk laki-laki yang berdomisili di 

Sulawesi Selatan lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Untuk rasio jenis 

kelamin berdasarkan kabupaten/kota, terdapat 6 kabupaten yang memiliki rasio 

jenis kelamin lebih dari 100 yang berarti di wilayah tersebut penduduk laki-laki 

lebih banyak dibanding penduduk perempuannya yaitu di kabupaten Luwu Timur 

(106,37), Tana Toraja (105,31), dan Toraja Utara (104,22), Enrekang (103,28), 

Luwu Utara (101,9), dan Luwu (101,25). Sementara itu, tiga kabupaten dengan 

rasio jenis kelamin paling kecil adalah Soppeng (93,60), Wajo (94,70), dan 

Bulukumba (95,45). Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel II.10.  

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023  

No 
Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 2023 

Laki-Laki Perempuan 
Total Jumlah 

Penduduk 

Rasio Jenis 

Kelamin 

1 Kepulauan Selayar 69.907 72.193 142.100 96,83 



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 

Bab II – Gambaran Umum Kondisi Daerah | II - 19  

No 
Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 2023 

Laki-Laki Perempuan 
Total Jumlah 

Penduduk 

Rasio Jenis 

Kelamin 

2 Bulukumba 230.557 241.131 471.688 95,61 

3 Bantaeng 104.602 107.021 211.623 97,74 

4 Jeneponto 207.496 212.627 420.123 97,59 

5 Takalar 159.339 166.705 326.044 95,58 

6 Gowa 396.130 403.869 799.999 98,08 

7 Sinjai 135.661 137.898 273.559 98,38 

8 Maros 198.708 200.158 398.866 99,28 

9 Pangkajene dan 

Kepulauan 

175.700 182.146 357.846 96,46 

10 Barru 95.571 98.972 194.543 96,56 

11 Bone 400.508 420.002 820.510 95,36 

12 Soppeng 116.455 124.500 240.955 93,54 

13 Wajo 198.382 209.491 407.873 94,7 

14 Sidenreng Rappang 160.986 165.344 326.330 97,36 

15 Pinrang 206.252 211.680 417.932 97,44 

16 Enrekang 117.519 113.782 231.301 103,28 

17 Luwu 191.523 189.156 380.679 101,25 

18 Tana Toraja 132.284 125.617 257.901 105,31 

19 Luwu Utara 168.133 164.994 333.127 101,9 

20 Luwu Timur 161.542 151.862 313.404 106,37 

21 Toraja Utara 133.529 128.123 261.652 104,22 

22 Makassar 732.391 742.002 1.474.393 98,7 

23 Pare Pare 79.753 80.556 160.309 99 

24 Palopo 88.693 88.833 177.526 99,84 

Sulawesi Selatan 4.661.621 4.738.662 9.400.283 98,37 
 

 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024 

2.2.    ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

2.2.1.    ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 

2.2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI 

Ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,51 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua 

kategori lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi 

adalah Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 13,63 persen; disusul Jasa 

Lainnya sebesar 11,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,28 persen; Pengadaan 

Listrik dan Gas sebesar 8,63 persen.  
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Grafik II.1.  

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional  

Tahun 2019-2023 

 
   Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024 

 

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan selama dua tahun terakhir berada 

dibawah Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Tahun 2023 merupakan tahun yang 

cukup berat karena faktor cuaca yang ekstrem sangat mempengaruhi Pertanian 

Sulawesi Selatan. Hantaman banjir di awal tahun dan Elnino yang berkepanjangan 

membuat sejumlah produksi pertanian mengalami penurunan produksi, seperti 

komoditi tanaman pangan hingga harga perikanan yang anjlok akibat faktor cuaca 

tersebut. 

Tabel II.11.  

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Sektor Lapangan Usaha 
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen) 

2019 2020 2021 2022 2023 

a Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,78 -0,71 6,38 2,57 0,09 

b Pertambangan dan Penggalian 2,68 0,54 -0,59 0,32 13,63 

c Industri Pengolahan 9,92 -4,57 3,02 9,73 4,26 

d Pengadaan Listrik dan Gas 6,21 2,59 10,87 14,69 8,63 

e 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
1,73 6,61 4,07 6,48 2,94 

f Konstruksi 8,92 1,56 4,14 1,59 5,20 

g 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda 
9,04 -3,07 6,5 6,55 4,75 

h Transportasi dan Pergudangan 1,74 -21,46 5,17 21,20 8,54 

i Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,42 -13,68 2,96 17,74 6,61 

j Informasi dan Komunikasi 10,99 10,84 6,39 5,25 6,86 

k Jasa Keuangan dan Asuransi 4 2,43 1,14 1,15 2,91 

l Real Estat 5,42 3,79 2,58 3,86 5,02 

m,n Jasa Perusahaan 10,53 -10,05 6,23 14,16 9,28 

o 
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 
9,98 -0,04 2,92 1,99 3,36 

P Jasa Pendidikan 6,93 5,73 3,67 2,83 2,79 

q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,05 10,06 7,77 8,64 7,33 

r,s,t,u Jasa Lainnya 9,73 -12,02 7,56 9,56 11,22 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6,91 -0,71 4,64 5,10 4,51 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 
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Grafik II.2.  

Pertumbuhan Ekonomi (y on y) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023 

 
                            Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y on y) 

mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen. Sebanyak 14 Kategori Lapangan 

Usaha tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha 

kategori Jasa Lainnya sebesar 12,56 persen. Selanjutnya kategori Pertambangan 

dan Penggalian sebesar 11,26 persen. Posisi ketiga dicapai oleh Pengadaan Listrik 

dan Gas sebesar 9,56 persen; posisi ke empat Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 

7,58 persen; kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di posisi ke lima 

tumbuh sebesar 7,14 persen. Sementara itu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kontraksi tertinggi sebesar -5,91 

persen dimana kemarau yang melanda Sulawesi Selatan menyebabkan beberapa 

wilayah mengalami krisis air. 

Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2023 yang diukur berdasarkan besaran 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar 

Rp.377,16 Triliun tumbuh sebesar Rp.16,26 Triliun. Nilai tertinggi berasal dari 

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.72,23 Triliun, 

mengalami peningkatan dari tahun 2922 sebesar 0,07 poin. Data selengkapnya 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel II.12.  

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Lapangan Usaha 
Nilai PDRB-ADHK (Triliun Rupiah) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 66,62  66,14  70,37  72,16 72,23 

Pertambangan dan Penggalian 17,24  17,33  17,23  17,28 19,64 

Industri Pengolahan 44,83  42,78  44,07  48,36 50,43 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,31  0,32  0,35  0,41 0,44 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

0,37  0,39  0,41  0,44 0,45 

Konstruksi 41,23  41,88  43,61  44,30 46,61 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

51,38  49,8  53,04  56,5 59,19 

Transportasi dan Pergudangan 11,98  9,41  9,9  12,00 13,02 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,91  4,24  4,36  5,14 5,47 

Informasi dan Komunikasi 23,34  25,87  27,52  28,97 30,95 

Jasa Keuangan dan Asuransi 11,19  11,46  11,59  11,72 12,06 

Real Estate 11,28  11,7  12,01  12,47 13,09 
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Lapangan Usaha 
Nilai PDRB-ADHK (Triliun Rupiah) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Jasa Perusahaan 1,51  1,36  1,44  1,64 1,80 

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & 
Jaminan Sosial Wajib 

14,42  14,42  14,84  15,13 15,64 

Jasa Pendidikan 18,41  19,47  20,18  20,75 21,33 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,71  7,38  7,96  8,64 9,28 

Jasa Lainnya 4,79  4,22  4,53  4,97 5,52 

Total PDRB (ADHK) 330,51  328,15  343,40 360,90 377,16 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2023 yang diukur berdasarkan besaran 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mampu 

memberikan nilai tambah sebesar Rp. 652,57 Triliun dibandingkan dengan tahun 

2022 tumbuh sebesar sebesar Rp.47,42 Triliun. Sejalan dengan nilai PDRB atas 

dasar harga konstan, kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel II.13.  

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Lapangan Usaha 
Nilai PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 107,66  109,46  122,97  133,92 141,55 

Pertambangan dan Galian 23,3  23,54  25,9  30,88 33,49 

Industri Pengolahan 66,43  64,32  68,14  78,00 83,83 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,32  0,32  0,37  0,43 0,48 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

0,48  0,51  0,54  0,59 0,62 

Konstruksi 71,16  72,42  78,56  85,23 92,44 

Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

74,62  72,98  79,49  88,60 95,89 

Transportasi dan Pergudangan 21,21  15,48  16,74  23,91 29,17 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

7,13  6,30  6,56  7,99 8,72 

Informasi dan Komunikasi 25,49  28,31  30,3  32,35 34,92 

Jasa Keuangan dan Asuransi 18,43  18,91  19,79  21,67 23,01 

Real Estate  18,41  19,21  19,75  21,12 22,52 

Jasa Perusahaan 2,37  2,18  2,35  2,81 3,19 

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan 
& Jaminan Sosial Wajib 

23,33  23,75  24,67  24,94 26,17 

Jasa Pendidikan 26,54  28,24  29,21  30,61 32,01 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,16  11,64  12,8  14,05 15,35 

Jasa Lainnya 7,29  6,48  7,07  8,05 9,21 

Total Nilai PDRB 504,32  504,06  545,17  605,14 652,57 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku  

tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan 

menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 masih 

didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

(21,69 persen) menurun dari tahun 2022 sebesar -0,44 poin persen; Perdagangan 

Besar dan Eceran  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,69 persen) meningkat 
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0,05 poin persen dari tahun 2022; Konstruksi (14,17 persen) meningkat 0,09 poin 

persen dari tahun 2022; serta Industri Pengolahan (12,85 persen) menurun -0,04 

poin persen dari tahun 2022. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam 

perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,33 persen.  

Tabel II.14.  

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019-2023 

Lapangan Usaha 
Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 21,35  21,72  22,55  22,13 21,69 

Pertambangan dan Galian 4,62  4,67  4,75  5,10 5,13 

Industri Pengolahan 13,17  12,76  12,5 12,89 12,85 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,06  0,06  0,07  0,07 0,07 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0,09  0,10 0,10  0,10 0,09 

Konstruksi 14,11  14,37  14,41  14,08 14,17 

Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
14,8 14,48  14,58  14,64 14,69 

Transportasi dan Pergudangan 4,21  3,07  3,07  3,95 4,47 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
1,41  1,25  1,2 1,32 1,34 

Informasi dan Komunikasi 5,05  5,62  5,56  5,35 5,35 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3,65  3,75  3,63  3,58 3,53 

Real Estate  3,65  3,81  3,62  3,49 3,45 

Jasa Perusahaan 0,47  0,43  0,43  0,46 0,49 

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan 

& Jaminan Sosial Wajib 
4,63  4,71  4,53  4,12 4,01 

Jasa Pendidikan 5,26  5,6 5,36  5,06 4,91 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,02  2,31  2,35  2,32 2,35 

Jasa Lainnya 1,45  1,29  1,3 1,33 1,41 

Total Kontribusi PDRB 100 100 100 100 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

   

2.2.1.2. LAJU INFLASI 

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya 

yang berlangsung secara terus menerus, nainya harga barang dan jas tersebut 

menyebabkan turunnya nilai uang sehingga infalsi dapat juga diartikan sebagai 

menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu. Laju inflasi 

nasional sejak tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan, namun laju 

inflasi mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022. Pada   Desember 

2023, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan mengalami inflasi year on year 

sebesar 2,81 persen dengan Indeks Harga konsumen (IHK) sebesar 117,49 dari 5 

kota IHK tercatat seluruh kota (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan 

Palopo) mengalami inflasi year on year. Inflasi year on year tertinggi terjadi di 

Kota Makassar sebesar 2,89 persen sedangkan inflasi year on year terendah terjadi 

di Kota Palopo sebesar 2,21 persen.  

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran. 

Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami kenaikan indeks harga 

yaitu sebesar 1,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,03 

persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 
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sebesar 0,12 persen; kelompok transportasi sebesar 1,19 persen; kelompok 

informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; kelompok 

pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan 

minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa 

lainnya sebesar 0,64 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan 

bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,02 persen; kelompok 

kesehatan sebesar 0,01 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 

sebesar 0,02 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi (y-on-y) pada 

Desember 2023, antara lain beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek filter, 

emas perhiasan, cabai merah, bawang putih, labu siam/jipang, gula pasir, dan 

kacang panjang. Gambaran perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan 

dan Nasional disajikan pada tabel berikut.  

Tabel II.15.  

Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional 

Tahun 2019-2023 

Laju Inflasi Satuan 

Capaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

Sulawesi Selatan % 2,35 2,04 2,40 5,77 2,81 
Nasional % 2,72 1,68 1,87 5,51 2,61 

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024 

             

2.2.1.3. PDRB Perkapita 

Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 652,57 

Triliun Rupiah dan PDRB Perkapita mencapai 69,70 Juta Rupiah.  Perbandingan 

PDRB Perkapita dan PDB Nasional tahun 2019 hingga 2023 selengkapnya 

disajikan pada grafik berikut. 

Grafik II.3.  

Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan  

PDB Perkapita Nasional Tahun 2019-2023 

 
           Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024 
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Grafik II.4.  

Perbandingan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 

Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2023 

 
         Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024 

PDRB Perkapita (ADHK) Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan provinsi 

lain pada Regional Sulawesi pada tahun 2023 menduduki peringkat kedua setelah 

Sulawesi Tengah.  

2.2.1.4. GINI RATIO 

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan 

yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,377. Angka ini mengalami kenaikan 

jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 akan tetapi tidak 

mengalami perubahan dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 

0,377. Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 

2023 tercatat sebesar 0,386, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang 

sebesar 0,378 tetapi turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  

Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, naik 

dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,324 dan juga naik jika 

dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,336. Data 

selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel II.16.  

Perkembangan Indeks Gini  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Indeks Gini Satuan 

Capaian 

2019 2020 2021 2022 
Maret 

2023 

Perkotaan Indeks 0,393 0,384 0,387 0,378 0,386 

Perdesaan Indeks 0,354 0,352 0,334 0,324 0,339 

Perkotaan + Perdesaan Indeks 0,391 0,382 0,377 0,365 0,377 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 

 

Provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,449. Sementara Gini Ratio terendah tercatat 

di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,245. Jika dibandingkan 

dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,388, Gini Ratio Sulawesi Selatan 

masih berada dibawah Nasional (0,388). Terdapat enam provinsi dengan angka 

Gini Ratio lebih tinggi daripada Gini Ratio Sulawesi Selatan yaitu Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), 
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Gorontalo (0,417), Jawa Timur (0,387), dan Papua (0,386). Gambaran 

selengkapnya disajikan pada grafik berikut. 

Grafik II.5.  

Perbandingan Indeks Gini  

Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Maret 2023 

 
   Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2024 

Diagram II. 2.  

Perbandingan Indeks Gini Wilayah Regional Sulawesi  

Maret 2023 

 
              Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2024 

 

Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi lain pada Regional Sulawesi, 

capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan masih lebih baik daripada Sulawesi 

Tenggara (0,371), Sulawesi Barat (0,351), dan Gorontalo (0,417).  

2.2.1.5. INDEKS WILLIAMSON 

Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pendekatan yang 

digunakan mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB 

perkapita masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nilai Indeks 

Williamson tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren penurunan dengan capaian 

pada tahun 2022 sebesar 0,567 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 

0,01 poin. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah menjadi salah satu 

faktor yang berpengaruh ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan 

membuka akses wilayah terisolir di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu 

sektor pendorong yang  dapat menurunkan Indeks Williamson, data selengkapnya 

disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel II.17.  

Indeks Williamson 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

Indeks 

Williamson 
Nilai 0,639 0,620 0,568 0,567 0,570 

         Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023 

2.2.1.6. TINGKAT KEMISKINAN 

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, meningkat 

0,04 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat 0,07 persen poin 

terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 

2022 sebesar 4,98 persen, naik menjadi 5,01 persen pada Maret 2023. Sementara 

persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 11,81 

persen, naik menjadi 11,91 persen pada Maret 2023. Dibandingkan dengan 

Nasional selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2023 mengalami tren menurun 

persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan masih lebih rendah meskipun 

mengalami tren meningkat.  

Tabel II.18.  

Tingkat Kemiskinan 

 Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 

Wilayah 

Persentase Penduduk Miskin  (%) 

2019 2020 2021 2022 
Maret 

2023 

Sulawesi Selatan 8,56 8,99 8,53 8,66 8,70 

Nasional 9,22 10,19 9,71 9,57 9,36 
            Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024 

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Sulawesi 

Selatan mengalami tren meningkat dimana jumlah penduduk miskin pada Maret 

2023 sebesar 788,85 ribu orang, meningkat 6,5 ribu orang terhadap September 

2022 dan meningkat 11,41 ribu orang terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk 

miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2023 mencapai 788,85 ribu orang. 

Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 6,5 ribu 

orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin 

juga meningkat sebanyak 11,41 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada 

Maret 2023 tercatat sebesar 8,70 persen, naik 0,04 persen poin terhadap 

September 2022 dan terhadap Maret 2022 juga mengalami kenaikan 0,06 persen 

poin. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut. 
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Grafik II.6.  

Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan 

Tahun 2019-2023 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

Di tingkat regional Sulawesi persentase penduduk miskin terbesar berada di 

Provinsi Gorontalo, yaitu sebesar 15,15 persen. Sementara itu, persentase 

penduduk miskin terendah berada di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebesar 7,38 

persen. Dari sisi jumlah, penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Sulawesi 

Selatan (788,85 ribu orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada 

di Provinsi Sulawesi Barat (164,14 ribu orang). Data selengkapnya disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel II.19.  

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Maret 2023 

Wilayah Regional Sulawesi  

Provinsi 
Persentase Penduduk Miskin (%) 

Jumlah Penduduk Miskin 

 (ribu jiwa) 

Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total 

Gorontalo 4,47 23,73 15,15 24,12 159,60 183,71 

Sulawesi Tengah 8,90 14,09 12,41 92,11 303,55 395,66 

Sulawesi Barat 9,08 12,10 11,49 26,33 137,81 164,14 

Sulawesi Tenggara 7,40 13,94 11,43 79,89 241,64 321,53 

Sulawesi Selatan 5,01 11,91 8,70 211,48 577,37 788,85 

Sulawesi Utara 4,91 10,38 7,38 69,03 119,97 189,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

Perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain 

di Indonesia pada periode Maret 2023 jika dibandingkan dengan wilayah 

setaranya pada level menengah menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin 

Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibanding 5 provinsi lainnya, namun masih 

lebih baik dibanding Provinsi Sulawesi Tenggara, Lampung, Jawa Timur, Jawa 

Tengah, dan DI.Yogyakarta. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik 

berikut. 
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Grafik II.7.  

Perbandingan Tingkat Kemiskinan 

 Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Maret 2023 

 
Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2024 

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tertinggi di Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan sebesar 13,4 persen dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 

46,06 jiwa mengalami penurunan dari tahun 2022. Sedangkan persentase 

penduduk miskin terendah di Kota Makassar dengan jumlah penduduk miskin 

80,32 ribu jiwa mengalami peningkatan dari tahun 2022. Gambaran tingkat 

kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan disajikan pada grafik berikut. 

Grafik II.8.  

Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Periode Maret 2023 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita 

per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah 

sebesar Rp 436.025,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2022, Garis 

Kemiskinan naik sebesar 3,09 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2022, 

terjadi kenaikan sebesar 9,07 persen. Perkembangan garis kemiskinan tahun 2018 

hingga Maret 2023 yang merupakan representasi jumlah rupiah minimum yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan 

menunjukkan tren peningkatan. Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel 

berikut.   
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Tabel II.20.  

Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2019-2023 

Wilayah Satuan 

Capaian 

2019 2020 2021 2022 
Maret 

2023 

Perkotaan 
Rupiah/ 

Kapita/Bulan 
354.770 375.463 403.751 443.717 458.859 

Perdesaan 
Rupiah/ 

Kapita/Bulan 
331.063 350.791 368.465 405.213 416.532 

Total 
Rupiah/ 

Kapita/Bulan 
341.555 362.031 384.455 422.952 436.025 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada 

Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Beras masih memberi 

sumbangan terbesar yakni sebesar 20,21 persen di perkotaan dan 24,93 persen di 

perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap 

Garis Kemiskinan yaitu 12,30 persen di perkotaan dan 12,78 persen di perdesaan. 

Komoditi lainnya adalah telur ayam ras sebesar 3,28 persen di perkotaan dan 3,30 

persen di perdesaan, bandeng sebesar 3,22 persen di perkotaan dan 3,00 persen di 

perdesaan, tongkol/tuna/cakalang sebesar 2,41 persen di perkotaan dan 2,37 di 

perdesaan, mie instan sebesar 2,32 persen di perkotaan dan 2,24 persen di 

perdesaan. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik 

pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, dan 

pendidikan. 

Tabel II.21.  

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Wilayah Satuan 

Capaian  

2019 2020 2021 2022 
Maret 

2023 

Sulawesi 

Selatan 
% 91,44 91,01 91,47 91,34 91,30 

Nasional % 90,78 89,81 90,29 90,43 90,64 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase 

penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman 

dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-

rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan. Pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman 

Kemiskinan mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 

2023 sebesar 1,57 naik dibandingkan September 2022 yang sebesar 1,50. Apabila 

dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,71, sedangkan di 

perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,31. Data selengkapnya disajikan 

pada tabel berikut. 
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Tabel II.22.  

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)  

Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Wilayah 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

2019 2020 2021 2022 
Maret 

2023 

Perkotaan 0,81 0,81 0,63 0,76 0,71 

Perdesaan 2,26 2,32 2,04 2,13 2,31 

Total 1,63 1,65 1,40 1,50 1,57 

   Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama 

mengalami kenaikan dari 0,35 menjadi 0,41. Apabila dibandingkan berdasarkan 

daerah, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada 

perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di 

perkotaan adalah sebesar 0,16, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu 

mencapai 0,62. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel II.23.  

Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)  

Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 

Wilayah 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

2019 2020 2021 2022 
Maret 

2023 

Perkotaan 0,2 0,18 0,14 0,16 0,16 

Perdesaan 0,62 0,68 0,5 0,52 0,62 

Total 0,43 0,46 0,34 0,35 0,41 
   Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatanl, Tahun 2024 

 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode 

September 2022 higga Maret 2023 antara lain: 

1. Pada periode Maret 2023 terhadap September 2022 terjadi kenaikan Indeks 

Harga Konsumen secara umum sebesar 1,95 persen. Sementara kenaikan 

harga komoditi makanan sebesar 5,15 persen di periode yang sama 

(September 2022-Maret 2023). Tingkat inflasi Maret secara y-o-y (Maret 

2023 terhadap Maret 2022) sebesar 5,86 persen. 

2. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 

mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 persen (y-on-y). Namun pada sektor 

padat karya seperti Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Industri Pengolahan, 

Jasa Pendidikan, Transportasi, dan lainnya tumbuh melambat dibanding 

tahun sebelumnya. 

3. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya 

mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -5,57 persen (q-to-q). Dari sisi 

produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi pertumbuhan 

terdalam sebesar -19,49 persen. 

4. Perkembangan indikator makro selama Bulan Maret 2023 dibandingkan 

dengan Bulan September 2022 menunjukkan penurunan dengan mengikuti 

pola musiman yang biasanya berjalan. Indikator makro mengarah pada 

penurunan luas panen sebesar sekitar 13 ribu hektar diikuti dengan produksi 

padi yang menurun sebesar 108,1 ribu ton GKG. 
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5. Persentase setengah pengangguran naik 0,29 persen poin (6,84 persen 

menjadi 7,13 persen), sementara persentase pekerja paruh waktu naik 

sebesar 2,49 persen poin (30,49 persen menjadi 32,98 persen) pada Februari 

2023 jika dibandingkan Februari 2022. 

 

2.2.1.7. KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN 

TERHADAP PDRB 

Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB tahun 2018 hingga 2022 

mengalami tren fluktuasi dimana pada tahun 2022 sebesar 22,1 mengalami 

penurunan dari tahun 2021 sebesar -1,99 persen. Capaian kontribusi sektor 

pertanian khususnya pada komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan 

umbi-umbian menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022. Pada 

tahun 2022 kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB sebesar 5,91 

mengalami penurunan sebesar -7,44 persen dari tahun 2021 kondisi ini 

dipengaruhi oleh gagal panen dibeberapa lokasi di Provinsi Sulawesi selatan 

akibat bencana banjir pada sentra-sentra produksi pangan seperti Kabupaten 

Soppeng, Wajo dan Sidrap. Capaian kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB 

tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0,49 persen. Kontribusi jenis 

komoditas yang mengalami peningkatan yaitu komoditas kelapa sawit (96.747 

ton), kelapa (73.985 ton), karet (3.829 ton), dan pala (607 ton). Sedangkan 

komoditas kopi (30.007 ton), kakao (89.242 ton), dan tebu (5.042 ton), jambu 

mete (9.508 ton), lada (5.236 ton), dan tembakau (1.118 ton) mengalami 

penurunan jumlah produksi dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel II.24.  

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020 2021 2022  2023 

Kontribusi Sektor 

Pertanian/Perkebunan terhadap 

PDRB 

% 21,35 21,72 22,54 22,13 21,69 

Kontribusi Sektor Pertanian 

(Tamanan Pangan) Terhadap 

PDRB 

% 6,34 6,50 6,45 6,00 6,12 

Kontribusi Sektor Perkebunan 

(Tanaman Keras) Terhadap 

PDRB 

% 3,88 3,94 4,07 4,05 4,12 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

2.2.1.8. KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PDRB 

Pencapaian tertinggi kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB periode tahun 

2018 hingga 2022 sebesar 0,07 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 hingga 

2022 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dengan capaian 0,05 persen pada 

tahun 2022.  Pada sektor kehutanan  upaya yang  ditempuh dengan 

mengoptimalkan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa 

lingkungan (ekowisata). 
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Tabel II.25.  

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

Kontribusi Sektor Kehutanan 

Terhadap PDRB 
% 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

2.2.1.9. KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PDRB 

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022 dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 3,39 persen. Hal ini didorong oleh peningkatan kontribusi 

PDRB dari sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 19,35 

persen dari tahun 2020 hingga 2022. Selain itu peningkatan kontribusi PDRB sub 

sektor pertambangan bijih logam tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 

2021 sebesar 24,59 persen.  

Tabel II.26.  

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

Kontribusi Sektor 

Pertambangan Terhadap 

PDRB 
% 4,62 4,67 4,75 5,10 5,13 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

2.2.1.10. KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TERHADAP PDRB 

Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator  

penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu.  

Terkait dengan perikanan semakin banyak jumlah usaha perikanan dan nilai  

investasinya akan  memberikan dampak yang positif terhadap PDRB di provinsi 

Sulawesi Selatan. Kedua faktor itu merupakan komponen yang tidak dapat 

dipisahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan.  Berikut ini dapat 

dilihat perkembangan kontribusi  sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB 

di Provinsi Sulawesi Selatan  pada 5 tahun terakhir. 

Tabel II.27.  

Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

Kontribusi Sektor Kelautan 

dan Perikanan Terhadap 

PDRB 
% 8,44 8,53 9,41 9,43 8,62 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024      

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu penopang utama 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi sektor Kelautan 

dan Perikanan  terhadap Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi 

selatan  terus mengalami peningkatan sejak 2019. Realisasi kontribusi PDRB sub 



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 

Bab II – Gambaran Umum Kondisi Daerah | II - 34  

sektor perikanan pada tahun 2023 mencapai target sebesar 153,75 % dan turun 

8,79% dibandingkan tahun 2022. kurun waktu 2018- 2023 kontribusi PDRB 

perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan naik dengan peningkatan rata-rata 

sebesar 0,88 %.  

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sebesar 7,85 % tidak seiring 

dengan nilai PDRB perikanan yang turun sebesar 1,58 % dibandingkan tahun 

2022. Perlambatan pertumbuhan PDRB perikanan dipengaruhi penurunan nilai 

produksi perikanan sebesar 6,21 % yaitu nilai produksi budidaya sebesar 16,37 %. 

Penyebab turunnya nilai produksi budidaya adalah turunnya nilai produksi rumput 

laut sebesar 29,35 %. Hal ini disebabkan karena harga rumput laut dipengaruhi 

oleh harga pasar dan permintaan negara tujuan ekspor. 

2.2.1.11. KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB 

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 

pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 0,55 persen dengan capaian 14,64 persen pada tahun 2022. 

Peningkatan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan 

sepeda motor mengalami pertumbuhan sebesar 0,51 persen pada tahun 2022 

mendukung peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. 

Tabel II.28.  

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

Kontribusi Sektor 

Perdagangan Terhadap 

PDRB 
% 14,80 14,48 14,58 14,64 14.69 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024  

2.2.1.12. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB 

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 

mencapai 12,9 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Sektor industri sendiri 

terdiri dari 16 jenis industri yang memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap 

capaian PDRB tahun 2022 dengan capaian tertinggi pada sub sektor industri 

makanan dan minuman dengan capaian 7,68 persen mengalami pertumbuhan 

sebesar 4,06 persen dari tahun 2021. 

Tabel II.29.  

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

Kontribusi Sektor Industri 

Terhadap PDRB 
% 13,17 12,76 12,49 12,9 12.85 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

2.2.1.13. KONTRIBUSI INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP 

PDRB SEKTOR INDUSTRI 

 

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri di 

Sulawesi Selatan di Tahun 2021 mencapai 8,91 persen nilai tersebut belum 
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mencapai target yang ditetapkan sebesar 9,3 persen. Kondisi ini disebabkan oleh 

pandemi covid 19 sehingga berdampak terhadap keterbatasan dan tingginya harga 

bahan baku, pengurangan tenaga kerja dan pemasaran produk. Tahun 2022 

kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri mengalami 

peningkatan dari tahun 2022 sebesar 4,5 persen dari tahun 2021 dengan capaian 

9,31 persen. 

Tabel II.30.  

Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

Kontribusi Industri Rumah 

Tangga Terhadap PDRB 

Sektor Industri 
% 7,35 7,35 8,91 9,31 7,41 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

2.2.1.14. PERTUMBUHAN PDRB INDUSTRI 

Pertumbuhan PDRB sektor industri di Sulawesi Selatan kembali 

mengalami perbaikan pada tahun 2021, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 

4,57 persen pada tahun 2020. Capaian pertumbuhan PDRB sektor industri tahun 

2022 mencapai 9,86 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021. Perbaikan 

pertumbuhan PDRB sektor industri didorong oleh tiga sub sektor dengan tingkat 

pertumbuhan positif dan terbesar yang terdiri dari sub sektor industri logam dasar 

sebesar 136,32 persen sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar 

dan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki sebesar 32,41 persen. 

Tabel II.31.  

Pertumbuhan PDRB Industri 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

Pertumbuhan PDRB Industri % 9,92 -4,57 3,02 9,86 4.26 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

2.2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL  

2.2.2.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 

Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan 

dimana sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Sulawesi Selatan sudah 

berada di level “tinggi”. Selama periode 2020 hingga 2023, IPM Sulawesi Selatan 

rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun, dari 73,08 pada tahun 2020 

menjadi 74,60 pada 2023. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu 

umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Guna 

menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur 

harapan hidup saat lahir hasil long form Sensus Penduduk 2020. Peningkatan IPM 

Sulawesi Selatan 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama 

standar hidup layak. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah 

Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,60 persen dibanding tahun sebelumnya 

yang sebesar 2,20 persen. Sementara itu, Umur Harapan Hidup (UHH) 

pertumbuhannya sedikit melambat, dari 0,40 persen menjadi 0,31 persen. Rata-

rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 2,01 persen 
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menjadi menjadi 1,51 persen. Adapun Harapan Lama Sekolah (HLS) 

pertumbuhannya sama seperti tahun lalu sebesar 0,07 persen. 

Tabel II.32.  

Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Sulawesi Selatan dengan Nasional 2019-2023 

Wilayah 

Capaian 

Perhitungan 

Metode 

Lama 

 Perhitungan Metode Baru 

2019 2020 2021 2022 2023 

Sulawesi Selatan 71,66 73,08 73,38 73,96 74,60 

Nasional 71,92 72,81 73,16 73,77 74,39 

         Sumber : Badan Pusat Statistik  Nasional, Tahun 2024 

Grafik II.9.  

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2019-2023 

 
              Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024 

Capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2023 berada di urutan ke-14 dari 34 provinsi 

di Indonesia. Jika dibandingkan dengan capaian wilayah setaranya pada level 

“menengah”, capaian IPM Sulawesi Selatan masih lebih baik dari Bengkulu, Jawa 

Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Jambi, Jawa Tengah, 

Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara. 

Seiring dengan meningkatknya IPM Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh 

Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM. Pada 2023, status pembangunan 

manusia “sangat tinggi” dicapai Kota Makassar, Palopo, dan Parepare. Status 

pembangunan manusia di Kota Pare-pare meningkat dari “tinggi” menjadi “sangat 

tinggi” dengan capaian IPM 80,36. Selain di Kota pare-pare, selama kurun waktu 

2020-2023 peningkatan status dari “tinggi” ke “sangat tinggi” juga dialami Kota 

Palopo sejak tahun 2022. Dengan peningkatan status pembangunan tersebut, 

sejumlah 3 kota dengan status pembangunan manusia “sangat tinggi” (IPM≥80).  
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Grafik II.10.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

  

                  Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

Pertumbuhan IPM menggambarkan kecepatan pembangunan manusia pada suatu 

wilayah. Selama periode 2022- 2023, Kabupaten Soppeng memiliki pertumbuhan 

IPM paling cepat sebesar 1,25 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten 

Bantaeng sebesar 1,24 persen, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bulukumba 

masing-masing sebesar 1,22 persen. Secara keseluruhan ada 15 kabupaten yang 

pertumbuhan IPM-nya lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan. 

Sedangkan daerah dengan pertumbuhan IPM terendah terdapat di Kota Makassar, 

Kab. Luwu Timur dan Kota Parepare dengan pertumbuhan pada kisaran 0,47 

hingga 0,61 persen. 

Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya tahun 2020 hingga 2023 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel II.33.  

IPM Sulawesi Selatan Menurut Dimensi Penyusunnya 

Tahun 2019-2023 

Komponen Satuan 

Capaian 

Perhitungan 

Metode 

Lama 

Perhitungan Metode Baru 

2019 2020 2021 2022 2023 

Umur Panjang dan Sehat 

Umur Harapan Hidup 

(UHH) 
Tahun 70,43 73,02 73,11 73,40 73,63 

 

Harapan Lama Sekolah 

(HLS) 
Tahun 13,36 13,45 13,52 13,53 13,54 

Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) 
Tahun 8,26 8,38 8,46 8,63 8,76 

 

Pengeluaran Perkapita 

(ADHK) 
Ribu Rupiah 11.118 11.079 11.184 11.430 11.841 

IPM Nilai 71.66 73,08 73,38 73,96 74,60 

Sumber :Badan Pusat Statitik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan 

Hidup, selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana 
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tingkat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau Life 

Expectancy didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat 

ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang 

merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Tren umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2020–2023 

cenderung stabil pada kisaran 73 tahun dan meningkat setiap tahunnya. Selama 

periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,61 tahun atau rata-rata 

tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup 

saat lahir di Sulawesi Selatan adalah 73,02 tahun, dan pada tahun 2023 mencapai 

73,63 tahun. UHH 2023 meningkat 0,23 tahun atau 0,31 persen dibanding tahun 

sebelumnya, mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan di tahun 2022 

yang meningkat 0,40 persen atau 0,29 tahun. 

Grafik II.11.  

Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan UHH 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 

 

             Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

Dalam konteks kewilayahan, ada 12 kabupaten/kota yang memiliki UHH lebih 

tinggi dari UHH Sulawesi Selatan dengan Umur Harapan Hidup tertinggi pada 

tahun 2023 adalah Makassar (75,15 tahun) dan Toraja Utara (74,88 tahun). 

Selanjutnya Kabupaten Barru dan Bantaeng mencatatkan UHH terendah bila 

dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu dengan pencapaian UHH masing-

masing sebesar 72,57 tahun dan 72,67 tahun. 

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama 

Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah yang didefinisikan 

sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan 

formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan 

yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS, maka 

semakin tinggi/lama jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Selama periode 

tahun 2020 hingga 2023 RLS Sulawesi Selatan meningkat 1,49 persen per tahun 

serta mencapai 8,76 tahun pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,13 

tahun atau 1,51 persen mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun 

sebelumnya. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di 

Sulawesi Selatan adalah selama 8,76 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 

3. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki rata-rata 

lama sekolah tertinggi yaitu 11,56 tahun. Penduduk Makassar rata-rata dapat 

menempuh pendidikan hingga jenjang SMA kelas 2. Hal ini didukung oleh 

keberadaan Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
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dan kota terbesar penduduknya di Indonesia bagian tengah dan timur sehingga 

fasilitas pendidikan dapat dikatakan sudah lebih maju. Kemudian diikuti oleh 

Kota Palopo (11,13 tahun) dan Kota Parepare (10,7 tahun). Artinya penduduk usia 

25 tahun ke atas yang tinggal di ketiga kota ini rata-rata telah menyelesaikan 

pendidikan hingga jenjang SMA kelas 2. Sedangkan Kabupaten Jeneponto adalah 

kabupaten dengan RLS terendah tahun 2023 di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 7 

tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 1.  
 

Grafik II.12.  

Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan RLS 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 

 

      Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

Pada periode tahun 2020-2023, tren Harapan Lama Sekolah mengalami 

pertumbuhan positif namun dengan tren perlambatan pertumbuhan pada 3 tahun 

terakhir ini. HLS tumbuh sebesar 0,07 persen atau mengalami pertumbuhan paling 

rendah sejak tahun 2020. Selama periode tahun 2020 hingga 2023, HLS Sulawesi 

Selatan rata-rata meningkat 0,22 persen per tahun. HLS Sulawesi Selatan tahun 

2023 mencapai 13,54 tahun mengalami peningkatan 0,01 tahun dari tahun 

sebelumnya. Hal ini berarti bahwa anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan 

menikmati pendidikan hingga selama 13,54 tahun atau hampir setara dengan 

lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma II. 
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Grafik II.13.  

Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan HLS 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 

 
 Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 

 

Jeneponto dan Takalar merupakan dua kabupaten dengan HLS terendah, masing-

masing 12,12 tahun dan 12,49 tahun. Angka ini menunjukkan harapan bahwa 

penduduk umur 7 tahun ke atas akan dapat bersekolah hingga kelas 3 SMA. 

Sementara itu Kota Makassar, Palopo, dan Parepare memiliki angka HLS tertinggi 

di Sulawesi Selatan. Kota Makassar dengan HLS 15,61 tahun menggambarkan 

harapan penduduk berumur 7 tahun ke atas akan dapat menikmati pendidikan 

rata-rata hingga lulus Diploma III. 

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak 

yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar 

harga konstan 2012) yang disesuaikan. Tren pengeluaran per kapita disesuaikan di 

Sulawesi Selatan selama periode tahun 2020-2023 mengalami pertumbuhan 

positif dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi 

mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,35 persen. Pada tahun 2023, 

pengeluaran riil per kapita per tahun disesuaikan masyarakat Sulawesi Selatan 

mencapai Rp 11,84 juta per tahun. Capaian ini meningkat 411 ribu rupiah (3,60 

persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,57 persen per tahun. Apabila 

dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020, pengeluaran per kapita penduduk 

telah meningkat sebesar Rp 762.000 dari yang sebelumnya Rp 11,08 Juta (2020) 

menjadi Rp 11,84 juta perkapita per tahun di tahun 2023. 
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Grafik II.14.  

Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan Pengeluaran Perkapita 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2023 

 
  Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

Secara umum pengeluaran perkapita disesuaikan masyarakat Sulawesi Selatan 

memiliki tren meningkat. Terdapat kesenjangan pengeluaran perkapita 

disesuaikan antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Daerah dengan 

pengeluaran perkapita disesuaikan terendah adalah Tana Toraja yaitu sebesar 

8,017 juta/kapita/tahun. Sementara itu Makassar memiliki pengeluaran perkapita 

disesuaikan terbesar yaitu mencapai Rp 17,889 juta/kapita/tahun. Pada tahun 

2022, terdapat 10 kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran perkapita disesuaikan 

lebih tinggi dari nilai provinsi yaitu Kota Makassar, Parepare, Palopo, Kabupaten 

Luwu Timur, Wajo, Sidrap, Bantaeng, Pinrang, Luwu Utara, dan Pangkep.  

Pulau Sulawesi secara administratif terbagi menjadi 6 Provinsi dengan Provinsi 

Sulawesi Utara memiliki capaian angka IPM paling tinggi dibandingkan dengan 5 

provinsi lainnya. Adapun Sulawesi Selatan berada di urutan ke 2 dan diurutan 

selanjutnya adalah provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan 

Sulawesi Barat. Masih terdapat ketimpangan pembangunan manusia di Pulau 

Sulawesi, terdapat 1 provinsi yang berstatus pembangunan manusia “sedang” 

yaitu Sulawesi Barat dengan nilai IPM 69,8 (60≤IPM<70) sementara 5 provinsi 

lainnya sudah berstatus “tinggi” (70≤IPM<80). 
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Grafik II.15.  

Perbandingan IPM Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2023 

 
                         Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024 

Perbedaan capaian IPM di pulau Sulawesi disebabkan oleh perbedaan capaian 

masing-masing komponen pembentuknya. Meski capaian IPM Sulawesi Utara 

lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, terdapat beberapa komponen 

seperti Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan 

yang lebih rendah dibandingkan provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi 

Selatan. 

Tabel II.34.  

IPM dan Komponen Pembentuk Provinsi Regional Sulawesi 

Tahun 2023 

Provinsi 

UHH LF 

SP2020 

(Tahun) 

HLS 

(Tahun) 

RLS 

(Tahun) 

Pengeluaran 

per Kapita 

(Ribu Rupiah 

PPP) 

IPM 

Sulawesi Utara 73,85 12,96 9,77 11.497 75,04 

Sulawesi Tengah 70,66 13,13 8,96 10.149 71,66 

Sulawesi Selatan 73,63 13,54 8,76 11.841 74,60 

Sulawesi Tenggara 71,79 13,70 9,31 10.117 72,94 

Gorontalo 70,50 13,16 8,10 11.069 71,25 

Sulawesi Barat 70,76 12,88 8,13 9.718 69,80 

Indonesia 73,93 13,15 8,77 11.899 74,90 
Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

2.2.2.2. INDEKS PENDIDIKAN 

Indeks pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS 

memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata 

Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of 

Schooling (EYS), merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan 

akan didapatkan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS 

dihitung pada rentang usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan program wajib belajar 

yang dijalankan oleh pemerintah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years 

of Schooling (MYS) merupakan ratarata jumlah tahun yang digunakan oleh 

penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pemilihan 

rentang umur 25 tahun ke atas pada penghitungan RLS diasumsikan bahwa pada 

usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Secara rata-rata, penduduk 

Sulawesi Selatan usia 25 tahun ke atas sudah menempuh masa sekolah selama 

8,76 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas 2 hingga kelas 3 

SMP. Selain itu indikator lainnya dalam dimensi pengetahuan adalah harapan 
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lama sekolah. Rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan 

dapat mengenyam pendidikan selama 13,54 tahun kedepan atau setara dengan 

menyelesaikan pendidikan tinggi hingga diploma I. 

Tabel II.35.  

Indeks Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

I RLS Nilai 55,07 55,87 56,40 57,53 58,53 

I HLS Nilai 74,22 74,72 75,11 75,17 75,22 

Indeks Pendidikan  Nilai 64,64 65,29 65,76 66,35 66,88 

             Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

Grafik II.16.  

Perkembangan Indeks Pendidikan  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

 
                             Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 

 

Indeks pendidikan Provinsi Sulawesi selatan tahun 2019 hingga 2022 

menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin 

meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Sulawesi 

Selatan. Namun tahun 2023 pertumbuhan Indeks Pendidikan mengalami 

perlambatan atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,10 poin.  

2.2.2.3. ANGKA MELEK HURUF 

Angka melek huruf merupakan  persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam 

hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 

2018 hingga 2020 menunjukkan trend peningkatan namun pada tahun 2021 terjadi 

penurunan sebesar 0,16 persen dengan nilai capaian sebesar 92,49 persen. Angka 

Melek Huruf di Sulawesi Selatan kembali mengalami peningkatan pada tahun 

2022 sebesar 0,89 poin dengan capaian sebesar 93,31 persen. Capaian tersebut 

menunjukkan bahwa masih terdapat 6,69 persen penduduk usia 15 tahun keatas di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak dapat membaca dan menulis. Meskipun 

demikian tahun 2022 merupakan pertumbuhan angka melek huruf tertinggi pada 

periode tahun 2018 hingga 2022. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik 

berikut. 
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